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PUTUSAN
Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta (di Pt Indah Kiat Perawang), tempat tinggal di
KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.l., M.H.l, Advokat pada
Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner,
yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima
Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019, yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor
231/SK/2019/PA.Sak tanggal 27 November 2019, sebagai
Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi
Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan

perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di

persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 27
November 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau,
sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 212/03/V1/2004 tertanggal 01
Juni 2004;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan
Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai
3 orang anak yang masing-masing bernama:

— ANAK I, lahir tanggal 03 Juli 2005;
— ANAKI I, lahir tanggal 19 Juli 2008;
— ANAKIIII, lahir tanggal 01 Maret 2014;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman
orang tua Termohon yang beralamatkan KABUPATEN SIAK sekitar 1
minggu; terakhir pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di
KABUPATEN SIAK;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
a) Temohon selalu menuntut lebih dalam hal keuanga
b) Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan adik

kandungnya;
c) Temohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
d) Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon selalu melawan;
e) Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
f) Termohon selalu menghina dan menjelek jelekkan keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada

bulan Januari tahun 2018 yang menyebabkan antara Pemohon dan
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Termohon telah pisah rumah, dimana diman Termohon dikembalikan
kerumah orang tuanya oleh Pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan
Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya
suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan perceraian
Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus
menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah
memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum
untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon
untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Siak Sri Indrapura;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara
pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan
tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya
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yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relaas

Panggilan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 28 November 2019 dan 10

Desember 2019, dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas

ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya
tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian,
namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut kuasa khusus yang
diberikannya kepada Azzuhri Albajuri, S.H.I.,M.H.l., Advokat yang berkantor di JI.
Angkatan 66 No.40 , Rt. 002 Rw.001 Desal/kelurahan Rejo Sari, Kecamatan
Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri
Indrapura Nomor 231/SK/2019/PA.Sak tanggal 27 November 2019, sebagai
Pemohon;

Bahwa, setelah surat gugatan Pemohon yang terdaftar di Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor
565/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 27 November 2019 tersebut dibacakan, lalu
Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
PEMOHON dan TERMOHON Nomor 212/03/V1/2004 tanggal 01 Juni 2004, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK, Provinsi
Riau, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:

1. SAKSI | P, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta PT. Indah Kiat, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK,
Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

— Saksi adalah teman Pemohon dan Saksi kenal dengannya sudah sejak
lama;

— Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON,;
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— Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di
rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau,
kemudian pindah ke rumah kontrakan di KABUPATEN SIAK, yang
sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

— Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

— Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun,
namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara
keduanya telah berpisah tempat tinggal;

— Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering
terjadi pertengkaran berdasarkan cerita tetangga dan teman kerja
Pemohon;

— Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah
berpisah tempat tinggal, karena sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu
Pemohon tinggal di KABUPATEN SIAK, sementara Termohon tidak
menetap di sana;

— Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI Il P, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta PT. Indah Kiat, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK,
Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

— Saksi adalah teman Pemohon dan Saksi kenal dengannya sudah sejak
lama;

— Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON,;

— Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di
rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau,
kemudian pindah ke rumah kontrakan di KABUPATEN SIAK, yang
sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

— Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

— Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun,
namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara

keduanya telah berpisah tempat tinggal;
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— Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering
terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Pemohon;

— Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah
berpisah tempat tinggal, karena sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu
Pemohon tinggal di KABUPATEN SIAK, sementara Termohon tidak
menetap di sana;

— Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain
dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya
tetap pada tuntutannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam
berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan
pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya
perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan
demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b]
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa mengenai pencabutan kuasa khusus oleh Pemohon
yang diberikannya kepada Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat yang berkantor
di JI. Angkatan 66 No. 40, RT 002, RW. 001 Desal/kelurahan Rejo Sari,
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Siak Sri Indrapura Nomor 231/SK/2019/PA.Sak tanggal 27 November
2019 di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 1814
KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan kuasa khusus oleh
Pemohon tersebut adalah sah sehingga Pemohon berwenang melanjutkan
perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan
gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali,
oleh karena itu Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Sak
bertanggal 28 November 2019 dan 10 Desember 2019, dan Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak pula mengemukakan
alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan
tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat berupa “P” serta alat bukti saksi 2 (dua) orang,
yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat “P” yang diajukan Pemohon,
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah
dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan
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sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang
relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi
persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik
sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya
Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai
pembuktiannya adalah sempurna (volledig), mengikat (bindende), dan
menentukan (beslisende);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon
telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di
persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk
didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.
Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenubhi
persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan
berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon serta keterangan saksi yang satu
bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah
memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176
RBg dan Pasal 308 — 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat “P” diperoleh fakta bahwa
Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah
melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 22 Mei
2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi
kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
— Sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon tinggal di KABUPATEN SIAK,

sementara Termohon tidak menetap di sana;
— Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan

rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", terbukti Pemohon mempunyai
legal standing (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang
merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara
kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan
dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat
Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan
perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan
perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang
mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f
tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan
perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan
perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan

suami istri tersebut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, dihubungkan
dengan fakta dari alat bukti surat "P" serta fakta dari keterangan saksi pertama
dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum
bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan istri sah Pemohon,
telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu,
dan setelah Penggugat dinasihati tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang
dekat Pemohon, yaitu teman Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan para
pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak
berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat
umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami
istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat
istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua
orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang
karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya
berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan
tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui
keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa
keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya
menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum
sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam
yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim
Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan
fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah
berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan
setelah Penggugat dinasihati tetap tidak berhasil, di samping itu Termohon yang
telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk
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membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka patut diduga (ghalabat al-zhann)
dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara
Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken
marriage);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian
tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi

kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

Flall Gl e of il o

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;
Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang
menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu
pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni
1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud
rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud

firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

SUS (3 0) Ay 8350 WS amy Ll 150 Lyl WSl a oS sl OF LT e

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan

firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
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Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan
talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan
istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan
pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi
perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam
kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan,
setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian,
sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat
130 yang berbunyi:

LS Lawly dll OISy axmes o ISl 2 B iy Ol

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan
jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas
Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii permohonan Pemohon,
dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni
2005 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996
tanggal 18 Juni 1996 jis. Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Siak Sri Indrapura;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp636.000 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 16 Desember
2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah, dengan Dr.
H. Faisal Saleh, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag.,
M.Ag. dan Subhi Pantoni, S.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang,
dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. Subhi Pantoni, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 520.000,00
4. PNBP Panggilanl :Rp  20.000,00
5. Redaksi :Rp  10.000,00
6. Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 636.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Siak Sri Indrapura, 10 Desember 2019
Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura,

Fahryarrozi, S.Ag.
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